[SALINAN

BUPATI KARANGANY AR
PROVINSI JAWA TENGAH
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 80 TAHUN 2019
T ~ TENTANG | |
f;f"»PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66
| ' | TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,
‘Mcnimlj‘jang_: a. bahwa untuk méwujudkan kéIancaran efektifitas, dan

B keternban dalam pelaksanaan ; Pem1hhan Kepala Desa di

- Kabupaten Karanganyar,v maka Peraturan Bupatl“

Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa,

sebagaimana telah‘ diubah beberapa kali terakhir dengan-
"~ Peraturan Bupati ,KaranganYar‘: Nomor 22 ‘vTahun 2019
fentahg Perubahan Kedua atas Perai:uran ' Bupati' ‘
Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa -
. perlu diubah; ‘

, b".A bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
| ‘dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang 'Perubahan Ketlga atas - Peraturan ‘Bupati

I Lo Karanganyar Nomor 66 'I‘ahun 2018 tentang Kepala Desa;
Mengmgat Ll Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
e Péfribentukan : Daerah-daerah Kabupaten  dalam
| " Lingkungan Provmm Jawa ’I‘engah . | -
2. Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa _
v(Lembaranv Negara . Repubhk ‘Indonesia Tahun 2014
' v"Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia-

| Nomor 5495), |



an
P

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (LembaLran ’Negara ~ Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 'sebagaim}ana telah

‘diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 téntang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran "Negara : Republik
Indonesua Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 5679), ,
. Undang-Undang_ Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran - Negara Republik

- Indonesia Tahun' '2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang

Peraturan - .Pelaksanaa_n Undang-Undang Nomor -6
Tahun 2014 tenfang Desa (Lembaran Negara Republik
Indohesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negafa Republik Indonesia Nomor 5539); s:ebagaimana telah
diubah beberapa‘ kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 20 14 tentang . Desa (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 632 1),

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten _Karanganyar Nomor 44),

~ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan ‘Daerah' 'Kabvupaten' Karanganyar :Nomof 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupatcn Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015

: - tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);



7 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018

tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 'Bupati

Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66

- Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten

: Karénganyar Tahun 2019 Nomor 70);

. MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

'PERATURAN  BUPATI KARANGANYAR NOMOR 66

TAHUN 2018 TENTANG KEPALA DESA.

Pasal I

Peraturan Bupaiti-Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang

Képala ijesa ~ (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 Nomor 66}, yang telah beberapa kali diubah

dengan Peraturan Bupati Karanganyar:

L as

1.

" berlkut -

Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupatl Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala

‘Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018
'Nomor 70); dan . ‘
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupa’u Karanganyar ‘Nomor 66 Tahun 2018

| tentang Kepala  Desa (Berita Daerah KabUpaten
o Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22), | '
diubah sebagai berikut:

‘Ketentuan Pasal 17 dlubah sehmgga berbuny1 sebagau :

‘ Pasél 17

| (1)'Péndaftaran 'Bakal Calon ‘Kepala Desa dilakukan S

melalui pengajuan lamaran secara tertulis kepada
' Bupat1 melalu1 Pamtla Pemilihan Kepala Desa Tingkat |

Desa.



E

’ ,(2) Lamaran sebégairhana dimaksud pada ayat ‘(1)’,

dllampm persyaratan sebaga1 berikut:

a.

‘surat keterangan sebagai Warga Negara Indone31a

yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda

v Penduduk yang  dilegalisir | “oleh Di_ﬁas ‘

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa diatas kertas bcrmete_rm cukup;

. surat vpei‘nyat_aan memegang = teguh dan |
mengamalkan Panéasilé‘? : melvakbsa'nakan Undang-

" Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta. memperta‘hankan‘ dan memelihara -

-Vkeutuhavn 'Négara Kesatuan Republik Indonesia dan

‘Bhineka Tunggal lka yang diketahui oleh Kepala

Desa dlatas kertas bermeterai cukup;

. vatOkOpl 1_|azah pendidikan formal dari tlngkat dasar
’;sampal dengan 1Jazah terakhir yang dllega1131r oleh

pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari
pejabat yang berwenang, . '

fotokopi akta kelahiran yang diiegalisir oleh Dinas

- Kependudukan dan Pencatétan Sipil;

surat pernyataan bersedla dlcalonkan menjadi

}Kepala Desa dan tidak akan m°ngundurkan diri

dalam proses Pemilihan Kepala Desa apablla telah

ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diatas kertas

~ bermeterai cukup;

. surat keterangan' dari Ketua Pengadilan Negeri yang

menerangkan tidak sedang menjél_ani, hukuman
pldana penjara; - | , ‘ |
surat keterangan dari Ketua Pengadllan Negeri yang ’

menerangkan tidak pemah duatuhl pidana pen_]ara

_berdasarkan~ putusan pengadﬂan yang telah

mempunyai - kekuatan_ hukum tetap karena

-melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5

(lima) téhun ‘atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan

mengu’niun‘ikan secara jujur dan terbuka kepada




pubiik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
i. surat keterangah dari Ketua Pengadilan Negeri yang
menerangkan  tidak = dicabut- hak  pilihnya
- berdasarkan putusan pengadllan yang telah

" mempunyai kekuatan hukum tetap;

| j. surat keterangan sehat Jasmam dan rohani yang

)
(4)

)

©)

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;

k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit

Umum Daerah;
1. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai
Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di
atas kertas bermeterai cukup diterbitkan oleh '
Camat atas nama Bupati; dan
m. surat pernyataan sanggup berternpat tinggai di desa
yang bersangkutan selama menjabat. |
Bagi Kepala Desa yang mas1h men]abat dan
mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa harus
‘melampirkan surat izin cuti dari Bupati. |
Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon
Kepala Desa harus melampifkan surat izin cuti dari
Kepala Desa. o
Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa secara
bersama mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala

Desa, maka izin cuti ter‘hadap‘ Perangkat Desa

~diberikan oleh Camat.

PNS, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara,
pegaWai pada Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai
pada Badan Usaha Milik Desa yang mendaftarkan diri
sebagai bakal calon Kepala Desa harus melampirkan
surat ,-persetujuan v dari até’san/pejabat . yang

berwenang.

(7) Pegawal Badan Usaha Milik Desa yang dltetapkan o

sebagai Calon Kepala _Desa Terpilih  harus
mengundurkan diri, selanjutnya diberhentikan dengan
hormat oleh Kepala Desa seJak yang bersangkutan
dxsahkan sebagai Kepala Desa oleh Bupat1




Disampiﬁg 'pcrsyératah Sebagaiména dimaksud pada

"ayat (2), lamaran- dllengkapl

| a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm

©

o)

(12)

sebanyak 3 (tiga) lembar, dan

b. pas “foto berwarna terbaru ukuran post card

sebanyak 2 (dua) lembar
Berkas lamaran secara tertuiis bakal calon Kepala’
Desa. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada:
a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Pamtla

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa,

“b. 1 (satu) bendel fotokop1 untuk Camat; dan

c. 1 (satu) bendel fotokopl untuk Bupatl

Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto

a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan

- pakaian jas berdasi; dan

b, bag1 bakal calon Kepala Desa perempuan

mengenakan pakaian nasmnal/ kebaya dengan =

waj jah terlihat Jelas ) ‘ |
Bakal Calon Kepala Desa yang tidak ""dapat

‘ melamplrkan fotokopi 1Jazah yang dilegalisir karena

hllang, sebageu gantinya dapat melamplrkan surat
keterangan pengganti IJazah yang dlkeluarkan oleh
'pejabat yang berwenang. ,

Pamtla Pemlhhan Kepala Des:a Tingkat Desa ‘ménerima

berkas}. pgndaftaran bakal ;Calon..Kepalab Desa di

sekretariat Panitia dan memberikan tanda terima

. berkas pendaftaran.

Di antara Pasal 17 dan Pasal 18'di§isipkén 2 (dua) : Paéai:-

:yakm Pasal 17A dan Pasal 17B sehmgga berbuny1 sebaga1

_ : benkut

Pas'al 17A v

(1) _Izin cuti sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 17

‘ayat (3) diajukan oleh Kep‘alai Desa. kepada Bupati

-melalui Camat dengan tembusan BPD paling lambat

_sebélurh berakhirnya masa pendaftaran.



(2)
o .ayat (1) wa31b dﬂarnpn'l

e !:F{,pemerlksaaan akhlr masa Jabatan Kepala Desa oleh R

Pengajuan 1z1n cut1 sebagalmana d1maksud padav_ﬂ -

o a hasﬂ pemerlksaan akhlr rnasa _;abatan

U b surat rekomendas1 telah dltlndaklanjutlnYa temuanfl” o

‘“-";_Inspcktorat dan

’."__"':'vc‘._Laporan t1ndak lanJut penyelesalan hasﬂ temuan“:‘:}j - -
SRR '.:‘;v:foleh Kepala Desa kepada Bupati. L o
:(‘3) ,}Kepala Desa yang ik mendapatkan i cut1 dan__‘; o
o "Bupau tldak dapat mencalonkan d1r1 sebag1 Kepala' B
,‘.u%;i:‘v’_:Desa o | e |
i v}(4) :

SO 'harus h melamplrkan . surat rekomenda31 ' telah o

3Pelamar yang pernah menjabat sebagal Kepala Desa —

E d1t1ndaklanjut1nya temuan pemerlksaan akhlr masa:"‘:"{‘j
o _, _]abatan Kepala Desa oleh Inspektorat o '

Pelamar yang pernah menjabat sebaga1 Kepala Desa:‘ PR

o dan tidak mendapat surat. rekomendas1 sebagatmanaﬁ:

W

-jdlmaksud pada ayat (4) tldak dapat mencalonkan d1r1
SR sebagal Kepala Desa R ‘ ' |
(6]

e Sebagal Calon Kepala Desa sampal dengan penctapan |

»Izm cut1 berlaku se_]ak yang bersangkutan dltetapkanb_:l’v’ﬁ o |

: - L-"ff""‘.Calon Kepala Desa tef‘PIhh oleh Pamtla Pemlhhan»'
- :'F":-.‘Kepala Desa Tlngkat Desa ’ S / Rt

3 Pasal 17B

- ayat (4) d1aJukan oleh Perangkat Dc:aa kepada Kepala .
= :?-.;--'Desa dengan tembusan Camat palmg lambat sebelum -
berakhIrnya masa pendaftaran | B ‘
‘ - (2) Izm cu’u scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) berlakub N o

"f sejak yang bersangkutan terdaftar sebagal Bakal Calonv |

Kepala Desa sampa1 dengan penetapan Calon Kepala:-”

- Desa terplhh oleh Pan1t1a Permhhan Kepala Desav;‘-;"

Tlngkat Desa . ,‘ o

Izm cut1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 .
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: D1undangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

(3) Pérangkat Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala

Desa Terpilih - harus mengundurkan diri selanjutnyai
diberhentikan dengan hormat oleh Kepala Desa sejak
dltetapkan sebagal Calon Kepala Desa terpilih oleh;
Panma Pemilithan Kepala Desa Tlngkat Desa.

Pasal II | _
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |
Agar setiap orang - méngetahuinya, ‘mcmerin‘tahkan
pengundangan  Peraturan = Bupati  ini  dengan
penempatannya  dalam - Berita ‘Daerah Kabupaten
Karanganyar. - '
' Ditctapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI KARANGANYAR,
o ttd.

 JULIYATMONO

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 80

' salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
- KABUPATEN KARANGANYAR




